
 
 
 
 
 
 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 33 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA 

PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA 
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

  
Menimbang : bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2014 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan 

berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya 

Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/ 

Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2014; 

 

Mengingat : 1. 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);  
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
 



3. 
 
 

 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. 

 
 

 
 
6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 

8. 
 
 

 
 
 
9. 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5248); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga   Atas Peraturan  Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7); 
 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
8); 



10. 
 
 
 

 
 
 

11. 
 
 
 
 
 
 

 
12. 

 
 

 
 
 

 
 

13. 
 
 

14. 
 
 
 

 
15. 

 
 
 
 
 

 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan 
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 
tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 55); 
 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2011 Nomor 96); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI BIAYA 

KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN 

STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA 

KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  

2014. 

 

 

 

 



Pasal 1 

 

Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan 

Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

Pasal 2 

 

Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan 

Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak-pajak yang 

berlaku sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2014. 

 

Pasal 3 

 

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga 

pasar setempat yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan 

dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  

 

Pasal 4 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

Patokan harga satuan untuk suku cadang kendaraan bermotor, 

ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal 

pemegang merk. 

 

Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah 

menyesuaikan NJOP/harga pasar/hasil penilai independen. 

 

Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan 

berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit. 

 

Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

 

Patokan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada 

ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/Lembaga Non Kementerian. 

 

 



 

Pasal 5 
 

(1) Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini adalah 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
 

(2) Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Swasta, Tentara Nasional 

Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil 

diluar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
 

Pasal 6 
 

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga 

tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional 

dan akibat lain yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan maka akan dilakukan perubahan Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal 7 
 

Sepanjang dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi 

yang dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang 

bersifat mendesak, dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka 

pelaksanaannya harus mendapat izin Gubernur Jawa Tengah. 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 
 
 

   Ditetapkan di  Semarang 
 pada tanggal 11 Juni 2013 
 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
 
 

BIBIT WALUYO 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 11 Juni 2013 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH, 

 
 
 

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 

  

 
 

  

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 33 



 


